BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

6.2.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat

disimpulkan bahwa:

a)  Ketidakseimbangan pendapatan asli daerah terhadap terhadap dana
perimbangan khususnya dana alokasi umum yang berasal dari
pemerintah pusat.

b)  Rencana anggaran belanja lebih besar dari pada pendapatan

c)  Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya.

d) Defisit anggaran akan berdampak pada pendapatan asli daerah
terhadap dana perimbangan, belanja daerah terhadap pendapatan
daerah dan dampak Silpa terhadap belanja modal.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka di sarankan:

a.

Pemerintah Kota Kupang harus mampu meningkatkan dan
memaksimalkan Pendapatan asli daerah, khususnya pajak di bidang
perdagangan di NTT, jika maksimal maka pajak yang merupakan
pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli
Daerah akan meningkat.

Perlunya melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan

berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam
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memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Dan seharusnya tidak selalu
mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, agar kedepannya bisa
tumbuh menjadi Kota Kupang yang mandiri dan mampu mengelola
keuangannya dengan baik dan benar. Dengan menggurangi
penerimaan pegawai tetap agar biaya belanja untuk pegawai bisa

berkurang dan digunakan untuk pembangunan daerah.
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